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jaminan  bag  keolentikan  dan
miegritas sualu data mesange. Teknik
dimaksud adalah teknik kriptografi
(cryptography)  dan  tandstangan
clektronik  (electronic  signature).
Kedoa tekmk terscbut selama ini
dianggap scbagai pilar atau penopang
perkembangan  ¢-commerce dan
sekaligus dianggap telah
memungkinkan dokumen clektronik
untuk memiliki posisi yang sama
dengan  dokumen-dokumen  berbsis
kerias, Knptografi yvang dimaksud di
simi adalah suatu eknik pengamanan
serta pernjaminan  keotentikan data
yang terdiri dua proses, vaitu
cokripsi (encryption) dan  dekripsi
(decryption). FEnkripsi adalah suatu
proses  yang  dilgkukan  unluk
membual suatu data menjadi liduk
dapal terbaca oleh pihak yang tidak
berhak karena daa-data terschut iclah
dikonversikan ke dalam bahasa sandi
atau kodu-kode ferenty. Sedangkan
dekripsi adalah meropakan kebalikan
dari enkripsi, yaitu merupakan proses
menjudikin informasi atau data yang
tclah  dicnkripsi  menjadi  dapat
terbaca olch phak yang berhak
Dalam melode kriptografi
konvensional, enknipsi dan dekmipsi
hiasanya dilakukan dengan
menggunakan  pasangan  kunci
tertentu yang disebul dengan kunci
prbadi  (prvate key) dan kunci
publik {public key)

Sementar ilu, masalah tanda
tangan elektronik juga merupakan
permasalahan  substansial  dalam
hubungannya dengan  keolentikan
dan integritas sualu Jdata message.
Tandalangan clektronik alau
ungatangan digital ini sebenamya
tidak hanya digunakan  nuk
memvenfikasi suatu data messape

unink  memverifikasi  identitas
penginm  dala  message  yang
bersangkutan.  Meourut  Andrian
Mceullaghi, Peter Little dan
WilliamCaeli, suaty  tandatangan
secara  uwmum  harus  dapat
menjalankan sejumlah fungsi sebagai
berikut :

4. Mengidentifikasi tandatangzan;

b. Memberikan  kepastian  tentang
keterlibatan  seseorang dulam
penandatangan tersebut:

¢. Mengasosiasikan orang  tertenty
dengan isi dokumen, dan;

d. Menyatakan kepemilikan
dokusmien pada si penandatangan,
Apabila fungsi-fungs: tandatangan
lerschut  diatas digunakan scbagai
nyukan  unluk menilai sab  alau
tidaknya landatangan  elektromik,
maka sesungguhnya  tandstangan
clektronik telah memenukhi
kescluruhan fungsi tersebut.
Permasalahannya  adalah  bahwa
tandalangan  clektronik,  sesuai
dengan  karakiernya, mengambil
bentuk  yang lebih berdimensi
metafisic  ketimbang  berwujud
kookrif sehagaimana  tandatangan
tradisional.

Selanjuinya Mccullaghi, Litfle dan
Cacli mengemukakan tujuh
karakteristik yang dimiliki olch
landatangan tradisional, yaitu schagai
berikul

I. Dapat dibuat dengan mudah oleh
UrRNE ying sama;

2 Dapat dikenali dengan  mudah
oleh pihak ketiga;

3. Relatif suht dipalsukan oleh pihak
ketiga;

4. Dibububkan dan diseriakan dalam
dokumen  schingga  keduanva
memjadi satu kesaluan;

5. Melibatkan proses fisik (penulisan
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6. Sama untuk s¢mua dokumen yang
ditandatangsm oleh omng  vang
suma, dar;

7. Relanf sulit untuk dihapus tanpa
adanya bekas.

Apabila vang dijadikan schagai
referensi untuk memlai keabsahan
suatu fandatangan digital  adalah
karakteritik-karaktlenistik tersebul
diatas, maka tentu saja landatangan
elektronik hurus ditolak
keabsahannya. Berdasarkan
pertimbangan  seperti  ini, iriaka
banyak pakar berpendapat bahwa
tandatangan elekironk harus
ditertma  keabsahannya  schagai
landatangan. Alasan alasan vaug
mereka ajukan antara lain adalah ;

4. Tandatengan elektronik
merupakan tanda-tanda yang bisa
dibubuhkan oleh seseomng atau
beberapa orang yang diberikan kuasa
olch orang lain yang berkchendak
unluk ditkal secara hukum:

b. Tandalangn  elektronik  dapat
dibuat atau dibubuhkan dengan
menggunakan  peralatan mekanik
seperti halnya tandatanpan
tradisional;

¢. Tandatangan clekironik  sangat
mungkin bersifar lebih aman atau
lebih  tdak wman schapaimana
kermungkinan seperti ini juga dapal
lerjadi pada tandatnagan (racdional;

d. Dalam  konleks tandatangan
clekironik  persyaratan  lenlang
adanya niat penadatangan  yang
merupakan  suatu keharusan  juga
dapat terpenubi schagaimana halnya
dalam kasus landtangan tradional

e. Sebagmimana halnya  dengan
tandaiangan (rudhonal, tandatangan
elekiromk juga dapat diletakkan di
bagian mana dari sustu dokumen,
schingga tidak harus diletakkan di

tersebut disyaratkan olch mokanisme
perundang-undangan.

Alasan-alasan diaas Kkiranya
cukup kuul untuk dijadikan sebagai
landasan bagl diterimanya keabsahan
(validitas) tandatangan clckironik,
schingea pernyataan yang ady dalam
UNCITRAL Model Taw dan ETA
smgapura yang mengrimna
tmdatangan  clekironik  sebagai
tandatangan  yang valid adalah
reasonahle. Disamping ditcrima
olch UNCITRAL dan FTA
Jpenggunaan  tandtangan  elekironik
antara  lamn  juga diterima oleh
pemcerintah  presiden  Bill  Clinton
sejak bolan Juli 2000, Kenyataan-
kenyataan seperti tersebut diglas
Wlah semakin memperkuat posisi dan
dkseptabilitas tandatangan elekiromik
atau tandatangan digital dalam dunia
perdagangan inl¢rnational.

Scnada  depgan amalisa  dan
kesimpulan diatas adalah kajian dan
analiss Chnis Reed, Kepala
Departemen Hukum  Teknologi
Informasi pada Queen Mary &
Westhield College, London vang
menyatakan  babwd  koabsahan
tandatangan clektromk atuu
tandatangan digital hendaknya dinila
dengan lebih menpeédepankan pada
fungsi dan manfaat seria bukan pada
bentuk. Menuruinya  “tidak  ada
alasan untuk menolak  mdatangan
clektronik kecuali jika kita inpin
sclalu  memposisikan din  secam

berlawanan  dengan  kemajuan
teknologi™
Turban, Tee, ch.al,

mengemukakan  bahwa mengingal
perdagangan  elektronik  alau  e-
commerce merupakdan sesuatm yang
masih relatif baru, maka isu-isp
hukum, etika dan isu-isu kebijakan
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perdagangan ¢lektronik pun masih
terus bertbah-ubah dan
berkembang Contoh isu-isy  hikum
dalam ecommerce itu antara luin
adalah  validitas konitmk, masalah
kekavaan intelektual dan pembajakan
peranglkat lunak. Hal ini, meaurt
merekd, menunjukkan bahwa  ada
celah-celal hukum baru yang harus
dinenahi atau diperbaiki.

Yurisdiksi  yang  dimaksud
Calam hal ini  adalah  judicial
Junisdiction, karena nya  masalah
yumsdiksi  dalam  kajian  ing
konotasinya  akan  merujuk pada
kekuasaan pengadilan trituk
mengadill  kasus-kasus  (erteniy,
dalam hal ini kasus-kasus
berkailan dengan transaksi-transaksi
dialam  ecommerce MAUPUL &=
contract.

Menginpat interiet
merupakan. mediuvm  komunikasi
clektronik plobal vang merypakan
perwujudan  dari gabungan  semua
jaringan  komputer yane ada i
selurub  dunia (gieantic network ),
maka otomaris keberadaannya adalah
dimiliki oleh setiap orang atau pihak-
pibak  yimg membangunnys  secara
persondl,  namum pada saat
pEngoperasiannv atau
pemanfaatannya adalah merupakan
kepentingan  global.  Berkaityn
dengan karakienstik ini, Caye L
Middleton dan Joceelyn A Aboud
mengemukanan baliwa secara garis
besar  komipleksitas penerapan
vurisdiks herbasis prinsip
kewilavahan (tetitorialily  based
Jurisdicion) di internet  dan
cyvberspace untar lain adalah karena
hal-hal sebagai berikut -

I Materi-materi  yang tersaji  dii
internet  memiliki - audiens yang
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2 Jumlah  pengouna nternet  di
scluruh dunia semakin banyak dan
lerus bertumbuh;

£ Web Site sangit mudah dipindih-
pindahkan dari satu yarisdiksi ke
yurisdiksi vang lain:

4. Suatu web site bisa dioperasikan
(hasted) di  satu Negam  atan
vurisdiks! 1elapi materi-materi virg
ada di dalam web site tersebut dapat
ditujukan diaralikan din
discharluaskan  kepada penpgund-
penggund yang berada di Negar-
negara  ataw  yurisdiksi-yurisdiksi
vang lain;

5. Schbagian  dani web  site  bisg
dioperusikan i saty Negars atau
yurisdiksi terientu sedangkan bagian-
bagian lainnya dan web site tersebu
dapat  dioperasikari (basted)  dj
Negurd-negarn  ulan yurisdiksi-
vurisdiksi vang lain pula, dan:

6. Kadangkala sulit untuk
menentukan  dimany  fokasi suaty
website alau pengguna internet,
Sehubungan dengan permasulibarn-
permasalahan  tersebut  Amerika
Serikal mengenal adanya dua tipe
vurisdiksi, yakni (1) Subject Matter
Jursdiction, sebagaimany di dalam
Hukim  Acara  Perdata  dikenal
sebagai Kompetens: Absolut
(kewenangan peradilan mana vang
Secara substansial dianggap
berwenany,  confoh:  Peradilan
Umum, Militer. Agama, Jun Tata
lisaha Negara). dan Kompetens:
Relutif {wilayah hukum Pengadilan
mana yang dianggap berwenanp
(contoh  ©  pengadilan ditempat
lergugal  berdomistli) dan (1) In
Persona, In Rem dan Quasi in Rem

Jurisdiction, sehagaimana
dikernukakan  oleh Henry R
Cheeseman sebagai berikut -

— -
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“A pourt may have junsdiction 1o
hear and decide a ease because 1L has
jurisdiction over the properly ol o
law. This is called in rem jumisdiction
(urisdiction over the thing) For
Example, a stale court would have
jurisdiction (o hear ¢ dispute over the
ownership ef a picce of real estaic
located within & state. This 1% so even
if one or more of the disputing
parties live in another stste or state.
Sometimes a plannf who abtain o
Judgment against a delendant m one
giate will try to collegt the judgmen
by attaching a property of the
defendant that is located in another
state. This is permited ander quasi in
rem, or attachment jurisdiciion ™
Sebagui stoty perbandingan
Amertka Setkal welab menliki The
Lang Arm Slatute vang
memungkinkan  Negara ini untuk
memberikan  penckanan pada
keberlakuan sistem hukum nasional
negaraniya untuk dupat berluku secarm
extra fermitorial ke bangsa-bangsa
atau Negira-negurs Jainnya
Savangnya sowem hukum Indonesia
belum memiliki  ketenoean  hukom
khusus yang seperti sty dan bidak ads
juga suatu ketentuan khusus (17U
yang dibust  untuk  memberikin
kemampuan  keberlakuan  ekstra
territorial dari seluroh UL yang ada
dalam ketenuan KUHPerdaw  kita
sedanghan unluk keherlahoan
seluruh  undang-undung  kia ol
terschut  masih bersifat  kaswisis
vakni sepanjang keberlakuan chatra
terirotialnya Lelah ditentulkan didalam
UL yang bersangkutan iy seadia.
Berkaitan  dengan  misaldh
pithan  bukum  ini,  Ridwan
Khairandy dan Nandang Sutrisno
serta Thontowi miengemulkakan teori

_ —
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vang olch  Sudarso Gautama
diarpeap sebogul leori vang paling
baik untulk menvelesaikan
permasilshann pilihan bukum dalam
komtrak.  Pads  intinya  leori  in
menyatakan bahwa  pilikan  hukum
heradic pada  kewapban oniuk
melakukdan  prestasi  yang  paling
karaklersiik dan hal ind dijadikan
sebagat wlok wkur dnivk mengtukan
huakum  vang akan  dipergonakan
dulam  mengatur  peranjian  atan
kontrk VATIE bersangkutan.
Dhsamping masalah hubungan vang
paling sigmilikan’ menurut inereka
ada beberapa hal lagr vapg perlu
dipertimbangkan dan  diperbatikan
antata lain adalak tempal
pembentukan  kontrak  lokasi  alan
empat  obyek.  konmimak,  tempat
peloksanann  kootrek  lermasuk
subvek  kontrak, surta  domisili.
Kehangsiam  serta lokasi  tempal
perusahaan atau lempal wsaha para
mihak.

Sementarn  iu, di  dalam
Hukum  Pendata Intermasional
dinvatakan bahwa uniuk perjanjian
perjanjian internasional, hukum yang
herlaku adalgh hokum yang elah
dipilih oleh para pahak, Disini bersnti
hahwa para pihak berwenang untuk
menentukan sendiri hukum  yana
berlaku bagi peganjian  terschul.
Tetapi walipun ada kebebusan untuk
memmlih hukum vane berlaku, tetap
ada batasan-batasan bagi penerapan
konsep ini, ymito
4 Bahwa ptliban hukum tidak bolch
metanggar “ketertiban amum” (letup
entunyd  harus  dignul pemsip
Ketertiban umum secard terbitas),

b, Bahwa pilthan hukum tidak boleh
menjadi “penyelundupan ukam'™
¢. Bahwa piifhan hulcum tdak dapat
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penguasa fclah mengadakan  suaty
peraturan  kbusus  yang  demikiun
penting dan bersifat sosial ekonomis
Serta mengatur tata tertib dalam suatn
Nepara  sehingpa dapat diangpap
bahwa  poraturan-peraturan ini
bersifat sangat memaksa dan lidak
dapat  dikesampingkan oleh para
pihak dengan memilih hukum yang
alin, dan;

d. Pilihan hukum ini hanya dapat
ditcrapkan  dalam  bidang  hukum
kontrak.

Sedangkan  dalam  kal  (iduk
adanya pilihan hukum dalam suaty
perjanjian atau kontrak, maka hal
yang lerpenting adalah menemukan
hukum yang berlaku hagi kontrak,
Untuk  itu  dapat dipergunakan
beberapa teori yang berkailan dengan
hal tersehut :

8. Lex Loci Contracuus, vaitu bahwa
hukum yang berlaku adalah hukum
dart tempal dimana kontrak tersebt
dibuat;

b. Lex Loci Solution, yaitu huhwa
hukum yang berlaku adalah hukum
dari tempat dimana kontrak terschut
dilaksanakan;

¢ The Most  Characlerisiic
Conncction, yaitn bahwa  hukum
yang berlaku adalah hukum dan
pihak yang melakukan prestasi yang
paling karakteristik.

Dalam  Penjelasan  Umum
Undang Undang Informasi  dan
Iransaksi  Elektronik dijelaskan
bahwa pada dasarnya yang dimaksud
dengan Transaksi sccara elektronik
alan ¢-commerce adalah
alaupun  hubungan hukum
dilakukan secara elekironik dengan
memadukan  jarinpen dan sistem
clektronik  berbasiskan komputer
dengan  sistem  komunikasi yang

sl TRANSFORMAST Vol 1] No.l 2015

keberadaan Jaringan komputer global
alau infernet. Dijelaskan pula bahwy
dalam hngkup keperdataan,
khususnys aspek perikatan. makna
transaksi ersebul akan menjuk pada
scmua jenis dan mekanisme dalam
melakukan hubunpan hukum secara
elektronik sendiri,  vakni
mencakup jal beli, lisensi, ASUTANSI,
lelang  dan perikatan-perikatan
lannya yung lahir sesuai denpan
perkembangan mekanisme
perdagangan  didalam masyarakai.
Sedangkan didalam lingkup publik
maka hubungan hukum tersebut akan
mencakup hubungan antara warga
Negara dengan pemerintah Maupin
hubungan antar  sesama anggota
masyarakal vang bdak dimaksudkan
untuk tujuan-fujuan permiagaan,

KESIMPIULAN

Berdasarkan pada Information
Technology, ursian dalam bah-bah
sehelumnya, maka dapat diperolch
heberapa kesimpulan sebagai berikut

. D1 Indoncsia data elektronik
schagai alat bukti di pengadilan
nampaknys  masih dipertanyakan
validitasnya. Palam praktek
pengadilann i Indonesia
penggunaan data clekuonik schagai
alal bukti yanp sah masih belum
biasa digunakan, Padahal di beberapa
Negara, data elektronik dalam bentuk
e-mail sudah menjadi pertimbangan
bagi hakim dalam memutus suaty
perkara (perdata maupun pidana)

2. Dongan adunya landasan hukum
bidang Teknologi Informasi (eyber
law) Undang Undang Nomor |1
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Tcknologi di Indoncsia
maka  akan mendorong  investor
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menanamkan mvesiasinya di
Indonseia.

3. Dengan demikian  Buku I
KUHPerdata  Indomesia  mutatis
mutandis dapat diterapkan dalam

konteks e-commeree dan e-contracl
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pengaturan alat Bkt elekironik dalam hukum acara di [ndaonesta vanag
masii ey batas, Kendatl telan distur dalam bsberass Undano-Lndang,
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kelugrnye Wadang-Undang Nomor 41 Tabun 2008 tentano Tnfanmas| dan
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QI [vdapesie, Pasal 5 8yt (1) UYL TE 'manyehutkan Batewa informas
elektronik dan/atau dekurm=n elsktranik desfalay fas)| cotakriya
merupasan alal bukl vang san Labih fanut Pasal 5 avat (23 ULTTE
rmengetakan nformes! glekironilk dangatan dokimen elektranil danfatay
hasil cetakitya sebayaimans dimaisud vada dyal (1) AErupaksn
pefluasar dar aatbukti yang sah sesual dengan Hukum Szars vang
heria4l ol Indonesia Aksn tatap), dalam parkembangannya a at buks
sFmgalmans yang diatur doldrn Pdsel 164 HIR tiaak [ag dapat
mengakemadasi persembangan teknolegl infonmesi, hal ial
menimbilean permasalahan barid,

Kata Kunci - Pelaksanaar LU 1TE, alat sukti 2an msalah vang timaul
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ALAT BUKTI DAN MASALAI YANG TIMBUL
DALAM PERJANJIAN SEJAK PELAKSANAAN UU ITE

Bambang Tjatur Iswanto',Norul Maghfiroh*
Fakultas Hukum Universilas Muhammuadiyah Magelang

Abstrak

Permasalahan Merkembangan teknologl yang semakin pesat mengubah berbagai
permasalahan yang semakin canggih dan terorganisir, lerlebih pengaturan alal
bukti elektronik dalam hukum acars di Indonesia yang masih lerbatas. Kendati
telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, namun bukti elekironik sifatnya
masih parsial, schab bukti clekironik hanya dapat digunakan dalam hukum
tertentu: Akan tetapi, dengan keluamya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
lentang Informast dan Transaksi Blekironik atau sering disingkat UU TTE telah
mengikomodir mengenai alat bukti clekironik yang dapat dipakai dalam hukum
acurg di Indomesis. Pasal 5 ayat (1) UL ITE menyehutkan bahwa informasi
elektronik dan/atau dokumen elektrontk dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukii yatg sah. Lebih lanjut Pasal § avat (2) UU ITE mengatakan informasi
clektronik dan/atan dokumen elekironik danfatau hasil celaknya sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dar alat bukti yang sah scsuai
dengan  Tlukum  Acara vang berlaku di  Indonesia. Akun (ctapi, dalam
perkembangannya alat bukti schagaimans vang dintur dalum Pasal 164 HIR tidak
lagi dapatl mengakomodast perkembangan  teknologi  informusi, hal im
menimbulkan permasalahan baru.

Kata Kunci | Pelaksanaan UU ITE, alal bukti dan msalah yang timbul

PENDAHULUAN

Dalam Era globalisasi telah
membawa  perubahan di  berbagai
bidang kehidupan, termasuk
perkembangan  leknologi  mformas)
dan  komumikasi yang  miemegang
peranan penting dalam
pembangunan. Teknologh miformas:
dan  komunikasi telab mengubah
perilaku masyarakat dan peradaban
manusia socarg giobal.
Perkembangan tcknologi  informasi
telah menyebabkan duria menjadi
tanpa  batas  (bordeless) dan
menyehabkan  perubahan  sosial
secara sigmifikan berlangsong
demikian copat. Salah satunya dapat
dilibat dani perkembangan media

miemnel vang sangal pesat. Intemet
sebapdl suaty media informasi dan
komunikasi elektromk telah banyak
dimanfaatkan  untuk  berbagai
kegutan,  antame lain omluk
menjelajah  (browsmg,  surfing),
mencan data  dan  berita, saling
mengirim pesan melalul email, dan
perdagangan.

Khususnya dalam kegiatan
perdagangan dengan memanfaatkan
media mtermet ini dikenal dengan
wslilah  electrome  commerce, atau
disingkal c¢commerce. Saat i
transaksi e-commerce telah menjadi
hagian dari pemiagaan nasional dan
ntemasianal, Contoh untuk
membual perfanjian pada umumnyi,

! TRANSFORMASI Vol Il No.l 2005
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Pada saat orang melakukan transaksi
bisnis perdagangan yang bersifal
sangal  pribadi, orang cukup
melakukannys  melalui  internet
Bahkan unmk membeli majalah
orang juga dapat membayar tidak
dengan wang tapi cukup dengan
mendehit  pulsa  telepon  scluler
melalui fasililys SMS. Kenyutaan
ini menunjukkan babws konvergensi
di bidang telematika berkembang
lerus tanpa dapat dibendung, seiring
dengan ditemubemnya Hak Cipia dan
paten  baru di bidang teknolog
informasi.  Hampir semua. burang
dapat menjadi objck perdaganpan
melalui internet, hal i kareng
internet  merupakan  media yang
paling efektif saat ini.

Namun perly batasan bahwa
hanya benda bergerak sajd  yang
dapat diperdagangkan meialui media
miemet Saal ini, karena Jual beli
benda tidak bergerak misalnya tanah,
harus dengan akia jual beli ying
dibuat dihadapan Pejabat Pembuat
Akla Tanah, dan hal tersebut tidak
dapat dilakukan di dalam dunia maya
(internct). Di dalam dunia internct
saal ini, mulai tumbuh komunitas —
kemunitas yang mengkhususkan diri
dalam memperdagangkan barang —
barang terentu. Mereka tergabung
dalam situs — sifus vang mewadahi
komunitas mercka. Ada situs — situs
yang - mewajibkan  penggunanya
untuk menjadi angeotanya terlebih
dahulu, namun ads Juga yang tidak,
Schagaimana sebuah toko  online
yang menawarkan barangnya melalui
intermet.  Pelaksanaan jual  bel
melalui media intermet mi dalam
prakicknys  mepimbulkan beberupa
permasalahan, misalnya  pembel
yang scharusnya beranggung jawab
untuk membayar sejumlah harpa dari

produk alau jasa yang dibelinya, lapi
tidak me pembayaran. Bagi
para pibak yang fidak melaksanakan
langgung jawabnva seguaj dengan
perjanjian  yang  telah disepakati
dapal  digupar oleh pihak  yanp
muerasa dimgikan untulk mendapatkan
ganti rugi. Sualu kentrak g
perjanjian harus memenohi syaral
sahnya perjanjian, vaitu kata sepakat,
kecakspan, hal tertenty dap suatu

schab  vang  halal, schagaimana

ditentukan datam Pasal 1320 KUH
Perdata. Dengan dipenuhinya empal
syarat sahnya perjanjian tersebut
maka suatu perjanjian menjadi sah
dan mengikat secara hukum bagi
para pihak vang membualnya. Jikg
melibal salah satu syarat sahnya
pejanjian dalam Pasal 1320 KUH
Perdata, waitu adanya kecakapan
maka akan menjadi permasalahan
Jika pihak dalam jual beli mielalui
internel adalah ansk di bawah LT,
hal mi mungkin lerjadi karena untuk
mencan identitas yang benar melalyi
media infernet tidak mudal, juga
apabila melihat unsur yang lain
seperti  terjadinya kesepakatan
menjadi pertimbangan umiuk
menentukan relevansi PCTErApAn asas
— #sas hukum wang selamp  in
berlaku dalam dunia internet.

Mengingal pentingnya  hal
tersebut maka Indonesia pada tahun
2008 lalu mengeluarkan peraluran
khusus  yang mengslur  ransaksi
melalui internet  yait Undang —
Undang Nomor 11 tahun 2008
lcnlang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik yang untuk Selanjutnyn
disingkat UU ITE,

Dalam Pasal 1 buir 2
UUITE, discbutkan bahwa transaksi
elekironik adalah perbustan hukum
yang dilakukan dengan mengunakan

Jiurnal TRANSFORMAST Vol 17 Nal s
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komputer, jarngan kompuler atau
media clektromk laionyd. Transuks)
juzl beli secamn elekironik merupakan
sulgh  satu  perwupdan ketentuan
tersebiut

Selanjutnva meiyanakut
penyelesaian hukum  jika  terjadh
sengkela amara para pihok  yang
melakokan jual bell melalui media
internet tersebut, Persoalan tersebut
akan menjadi scrmakin mmit jiks
para pihak bemda dalem wilayah
nepara  yang berbeda.  menganut
sistem huklim vang berbedi pula.
Hal ini hisa tenadi karena internet
merupakan dunia maya yang tidak
méngenial batas — hatas kencgaraan
dan dapat di akses dari borbaga
belahan  dumia  mamapun  Seliamis
masih erdapm juringsn  ekonem
elektranik. Konuak elekironik dalam
transaksi elektronik. hants memiliki
kekuitan bukum vang sama dengan
kodlruk kobvensiogal, Ofel learenu
iy, kontrak elekironik harys juga
mengikat pura pthak  sebaguimana
Pasal I8 aovat (1)  UUITE
menychutkan  hahwa  “tiansaksi
glekironik vang dituanghkan ke dalam
kontrak elckirontk mengikal | para
pibak" Berdasarkan urman di atus
hal  menarik  umtuk  dilakiukan
pengkajian  adalah yang  berkaitan
dengan relevans peratiran
perundang — undangan yang sudah
ade dengan  kebumuhan  akan
perataran dalam transaksi jual bell
melatul media fnternet.

PK Iihffkiﬂu\l:l AN
Berdasarkan latar belikang di
alas, dirumuskan pukok

permnasalabon  vang akan  menjad
fokus  pembahasan  ini, vait
Bazaimanakah kekuatan pembukiian
alal bkt elektronik dun masalah

vang limhul dalam perjanjian setelah
adanya UL ITE?

PEMBAHASAN MASALAH
Pepmasalahan ini
menyebabkan tergescriya  bentuk
media cetak menjadi bentuk media
digital (paper less). Pergeseran ini
menjadiknn perubahan yung sangal
signifikan dalam kejahntan dengan
menggunakan  komputer.  Karena
bulti-bukti kejahatan akan
mengaralikan suatu peristiva pidana
adalah berupa daty elektromik, baik
vang berada di dalam komputer it
sendiri  (hacdisk/Noppy  dis¢)  atau
yang mertpakan hastl print oul, atay
datarm bentuk lam berupa jejak (path)
darl  suate  aklivites  pengguna
komputer.  Tenluw sja  upaya
penegakan  hukum  tidak  boleh
terhienti dengan ketidakadaan hukum
vang mengatur pengeumaan alal buklti
berupa informast clektronik di dalam
pervelesaian  suaty  permasalahan.
Dengan  adanya  perkembangan
dengzan  menggunikan  kompuier,
Hakim dihadapkan pada eksistensi
bukti-hukli clektronik seperti data
komputer, dolamen  eleltronik,
ernail, maupun colatan  fransaksi
rekening, sehingea alat bukti tidak
hanya terbatas pada kererangan saksi,
sural, alli, petunjuk dan pengakuan,
akant tetap! menvakup informast dun
dokumen  yang lersimpan. sccam
clektrontk. Menmat Yuhya Harahap
meneunekapkan bahwa Hakim udak
terkall, atas lkebonaran  perscsuaian
yang diwuudkan  atas  petunjuk
sebagail alat bukn, karcna alat. bukt
elelronik tidak bisa berdirl sendin-
sendiri U hituk membukakan
kesalahan. Olch karena i, perlu
didukung  oleh  alet  bukti  fain.
Menurit ldmon Makarim
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mengemukakan  bukti  clektronik
sehagai suatu alat bukt vang sah dan
yang berdin seadm. tenfunya harus
dapat diberikan jaminan hahwa suata
rekamansalinan data (data
recording)  berjalan. sesual  dehgan
prosedur  yang  herduku  (lclah
dikalibrasi dan diprogram)
sedemikizn rupa schingga hasil print
out  sutau  dats  dilerima dalam
pembuktian suatu kasus. Sementara
pakar teknologi  komunikasi, Roy
Suryo menyatakan SMS (idak dapat
dijadikan  atal  bukti  tungeal
Penggunaan SMS sebagai alat buku
harus didukupng dengan keterangan
ghli (expertise). Selain i, proses
mengajukan dan proses pembukiian

alat bukt yang berupy data digital

perlu pembahusan tersendin
mengingat alat bukti dalam bentuk
informasi clekronik ini serta berkas
acars pemeriksaan  wlah  melalui
proscs digitalisasi  dengan  proses
pengelikan  (typing). pemenksaan
(editing), dan penyimpanan (Storing)
dengan  menggunakan  komputer.
Namun, hasilnya wctap saja dicctak di
alas kertas. (printing process). Oleh
karenu itw, diperlukan kejelasan
bagaininng mengajukan dun
melakukan  prases  pembuktian
terhadap alat bukt yang berupa data
digital. Pembukiian ferhadap suvalu
alat bukti berupa data digital juga
menyangkut aspek  validasi  yang
dijadikan alat bukti, karena bukt
clektronik  mempunyi  karakteristik
khusus dibandingkan bukti non-
clektronik,  karakteristik  khusus
lerscbut  karena  bentuknya  yang
disimpan dalam media cleltronik,
disamping it bukti elektronik dapal
dengan mudah dirckavasa schingga
sering diragukan validieasnys. Aspek
lain  terkail  adalah  masalab

menghadirkan alat bukii {ersebul,
apakah dihaditken cukup dengan

perungkal  lunaknya  (sofiware)
atiikah  harus dengan  perangial
kerasnva  (hardware),  Amerika

Serikat  mengatur  alat | bukn
elekironik dalan Criminal Procedure
Code, harang bukti  elekironk
dimasukkan ke dalam real evidence
yakni suma halnya dengan folo,
vides, rekaman, dun film  dapal
dihadirkan dengan perangkat lunak
dan/atan perangkal kerasnva
Beberapa  pegarg  seperti Cina,
Australia, Jepang, dan Singapura
telah memiliki peraruran hukum yang
mengakii data elcktronik menjadi
alat bukti, ™ Kanada misalnya
disamping telah memiliki  hukmn
pembukbion  yailg  menerima  data
elektronik  menjadi  alal  buki.
Praktek-praktck nengadilan
muelengkapinve  dengan  prosedur-
prosedur bapaimana bukti elektronik
tersebutl bisa ditenima di pengadilan.
Hukum acard negarm Perancis yang
dikenal dengan npama Code de
Procedure de Penal vang didasarian
sada surul edaran Counsil tahun
1998 (1.0 1998-2341- La
Reconaisance des  evidence de
dossiers el mformations
informatiques)  ientang  sahiya
dokumen-dokumen dan  informasi-
mformasi clekironik sebagni alut
bukti ying sah. Berbeda
pengatmrannys di  Malaysia, buki
clektronik  dimasukkan ke dalam
kategori alal bukti primer yaitu alit
lukti beripa dokumen vang orisinil
vang dihadirkan i pengadilan, yakni
seluruh dokumen vang dibuat seciari
terfulis, maupun terckam pada pita
foto, baik berupe surat, huku, jumal,
film, wvideo. dan lain schagainyn.
Bagian-bagian dan dokumen lerscbul

Jurnal TRANSFORMASI Vol l] No.I, 2013
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scpanjang  itu  onisinal  dianggap
scbagai alat bukt primer. Selain alat
bukt primer, dikenal juga alal bukt
sckunder hal mana baru digunakan
schagmi alst bukd, jika alat bukti
primer fidak  ada  atau  tidak
mencukupl.  Walaupun  demikian,
menurul Hakim Mohammed Chawki
dann  Komputer Crime Rescarch
Center  mengklasifikasikan  bukti
clektronik menjadi 3 (tiga) kategori.
schagai berikut

I. Real Evidence atan Physical
Evidence Bukt wving terfini dan
objek nyata atau  berwujud yang
dapat dilihat dan disentuh. Real
evidence  juga merupakan  bukd
lamsgung berupa rekaman ofomatis
vang dihasilkan oleh komputer ity
sendiri dengan misalnyn computer
log files.

2. Testamentary Evidence Dikenal
dengun  istilah  hearsay  evidenee,
dimana  keterangun  dari saksi
makpun ahlt dapat diberikan selaima
persidangzan, berdasarkan
pengaliman dan péngamatan
individu. Perkembangan ilmu dan
teknologi sedikit banyak membawa
dampuk terhadap kualitas metode
kejahatan, memaksa kita  umtuk
mengimbanginya  dengan  kualitas
dan  metode  pembuktian  yang
memeriukan  pengetabuan dan
keahlian  (skill and knowledge)
Kedudukan seorang  ahli  dalam
memperjelas  tindak  pidana  vang
lerjadi  serta  mencrangkan  utau
memperjelas bukti elektronik sanpat
penting dalam memberikan
kevakinan hakim dalam memutus
perkara kejahatan.

3. Circumstantial Evidence Bukti
elcktronik terperinei yang diperolch
berdasarkan ucapun atau pengamatan

mendorong untuk mendukung suata
kesimpulan, fetapi bukan  untuk
membuktikannya. Cireum  evidence
merupakan kombinasi dari  real
evidence  dan  hearsay  evidence.
Penggolongan alat bukti elekironik
masih belum diterima  sepenuhnya,
padahal disalu sisi dalam kejahatan
luar ‘biasa (extraordinary  ¢rime),
sepertt  tndek  pidana  korupsi,
kejahatan 1TAM  Berat. Terorisme
mempunyal pembuoktian yang sulit
Hal i disebabkan karcna kejahatan
tersebul  dilakukan secara mpi dan
sistematis  dengan  menggunakan
komputer sebapai  sarana  untuk
melaksanakan (indak pidana lersebut.
dan pemerintah  menyadar  tindak
pidana tersebul merupakan suaty
imdak pidana  vang luar  biasa
(extraordinary  crime), schingga
membutulkan penanganan vang luar
biasa juga (extranrdinary measures ).
a. Alat alal buk

Ada  beberapa definisi yung
dikemukakan oleh para ahli hukum
yang dapat dijadikan schagai acuan
untuk  memaham  makna  dari
terminologi  Pembuktian.  Mepurut
Pitlo, Pembuktian adalah
mevakinkan hakim tentang
kebenaran  dalia  atau  dalil yang
dikemukakan olch para pihak dalam
S persengketaan,

Masalah  Pembuktian  elektronik
dalam perjanjian e- commerce foga
memamkan peranan  yang sangat
penting  dibandingkan dengan
masalah  yurisdiksi dan  masalah
pilihan hukum. Hal ini disebabkann
karena dokirin yurisdiksi dan pilihan
hukum yang diterapkan sangat

memperhatikan adanya bukti yang
Sernal TRANSFORMAST Vol 11 No.f 2015 49
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melandas) leradinya kontrak antars
par pihak.

Tntuk perkars-perkary perdata, Pasal
164 HIR menvebutkan bahwa alat-
alat bukti yang sah, yaitu (a) Buko
Surat, (b) Bukt Saksi, (c) Bukb
Persangkaan, (d) Penpakuan dan (¢)
Bukii Smpah. Jadi dalam sistem
hukum Indonesia tidak diatur cntang
penggunaan data record computer
scbapai alat bukti yang sah di
pengadilan. Hal ini pada gilirmnnya
menimbulkan permasalahan-
permasalahan lersendin seinng

dengan  semakin  berkembangnyu

perdagangan  clckonik  dan €
commence serta penggunaan
dokumen-dokumen  eleklromk  di
Indomesia.

D Indonesia data clektromik
schugai alat bukti di pengadilan
nampaknya masih  dipertanyakan
validitasnya. ~ Dalam  prakick
pengadilann s Indonesia
pengeunazn data clekironik schagal
alat bukti yang sah masih belum
asa digunakan. Padahal di beberapa
Negara, data clckironik dalam bentuk
e-mail sudah menjadi pertimbangan
bagi hakim dalam memutus suatu
perkara (perdata maupun pidana).
Masalah pengakuan data elektronik
ini memang menjadi  jsu  yang
menarik seiring dengan ponggunaan
teknologi  informasi  (inlemct).
Beberupa Negara sepertt Australia,
Chili, Jepang dan Singapura telah
memiliki  peraturan  huum  yang
memberikan  pengakuan data
elekiromk scbagai alal bukt yang
ggh di Pengadilan. Di  china
misalnya, membual peraturan khusus
untuk mengakui data clekironk,,
salah satu pasal Contract Law of the
People’s of China 1999

diakmi  sebagai alal bukti dalam
pelaksansan  kontrak  (perjanjian)
antara lain : Surat dan data (eks
dalam  berbagai  bentuk  seperts
telegram, teleks, faksimili dan e-
mail,

Dalam prakick bisnis,
keberadaan dokumen elektronik im
menjadi saty konsekwensi  dengan
perkembungun  teknologi.  Amenka
Sertkat telsh menpakui  dokumen
clektronik yang dihasilkan dalam

prakick bisnis. Scjak Januari 2001,

Divisi Tindak Pidana Komputer dan
Hak Milik Intelckiual Departemen
Kchakiman Amerika telah membuat

kebijakan khusus yang berkaitan

dengan pengakuan dokumen
clektronik scbagal alat bukui yang
sah di Pengadilan, '
Dalam prakick bisnis  keberadaan
dokumen clcktronik memang tidak
bisa dihindari transaksi ckspor dan
impor (anlar Negara) sudah sejak
Jamis mengeunakan EDI (clectronic
data intechanger). Hampir Semua
Negura di dunmin menggunakan dan
mencrima  suatn  transeksi  yang
dilakukan dengun menggunakan
KD Di Indonesia sudah
mengeunakan teknologi EDL sejak
tahun 1967 hingea saat mi, namun
pengadilan  di  Indonesia  sendiri
belum meperima  bukti  clektromik
tersebul schapgai alat bukti vang sah
di pengadilan. Dalam sistem hukum
Indonesia, keberadaan data
clektronik termasuk c-mail. belum
diterima  schapai alat  bukti  di
pengadilan  jika  lerjadi  semgketa
Dalam  hukum  posiuf  Indonesia
penggunaan data elektronik  tidak
setepas di beberapa Negara padahal
apa vang diperjanjikan atau apa yang
terjadi secara virtual torsebut sceara
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hukum yang berlaku  Misalnya
perjanjian yang  dilokukan  secars
eloktromik melalui e=mail 51 A gelaku
penival burang hendak menswarkian
susty harang denpan harga  sera
spesifikasy bamng  disertai  klausul
perjanjian mengenai @ card
penyarahun dan peibayaran |area
kemudisn si B hendak membeli
barang dan tidak keberatin tedhadap
cara dan Klausul vang ditawarkin
aleh &1 A Mercka  berscpakar
menjadikan ¢-mpil lersebul sebagal
alat bukti di  pengadilan jika
dikemudian  hari  terjasi senpketa
Berkenaan  dengann  dokumen
clektromk yang notabone morupakan
bagian duri tulisan yang dihasilkan
gecara clektronik Indonesia sendin
memiliki Undang  Undang  Pokok
Kearsipan Mo 71 Taliun 1971
Keberadsan  dokumen  elektromk
telah dikenal sgjak tiga pultih laluin
lah Kenwdian Kepres No. 8 Tahun
1997 tentang Dokumen Perusahaan,
secara leeus ‘mengakul keberadsan
media lainnya selain kenas sepert
€12 ROM dan microfilm,

Mergjuk  pada  prakek di
Ameriky, dpy yirg dilakukan hakim
idakiah  berbeds  sekah  lag
pengakuan  data  otw  bbukti
etektronik 'di  Indonesin bukanlih
sesualy yang baru, Jika pun masih
sedikit kasus ang menggunakan
bukii elektromk sebagal alat bukii di
pengadilan it dikarenakan rentannys
kemawan  dan hakim  unmk
mempelajari hal-hal bare khususnva
berkailan  dengun  pemanfaatan
leknologi informast dalam | urusan
proval maupun publik. contoh yang
menarik  unmk  dijpdikan  mjukan
adalal  tudingan monopali  vang
ditujukan kepada Microsoft

Merujuk pada kebijakan khusus yang
dibuat  oleh pemenntah  Amerika
keberadaan cetak (print owt) duri
dokumen elektronik yang disimpan
oleh  kompwer atan pemlatan
sejenisnya, kermudian segala hasil
cctaknn  atau  bastl moekanis  dan
sebuah sistemy komputer  dianggap
elah  mereflelsikan  data  secara
akurt  aluis  asll otau ofentik
Kebersdoan  dokumen  elelaronik
selal menjadi pelengkap terhadap
alat bukli lainaya artinys peggunaan
hisil  cetakan  dalem  prakick
sepertistya pola yang diterapkan di
Amerika  dan  beberaps Negara
larnnva juga ditkuid oleh Negara lain
lermasuk Indonesia,
b. Aspelt Pembukiian Perduta

Suaty  pembuktian  lazim
dikemukakan setelah  terjadinya
permasalahan  di  Indonesia  suatu
perselisthan . akan  disclesaikan di
badan peradilan Indonesia (choice of
forum) dan dengan hukum Indonesia
apabily secarn perdata hal tersebut
lela disepakati oleh para pihak atau
secara locus delicti berada di dalaom
wilayah hukum [rd~nesia.

Pembuktian  dalam  acar
piding agak berbeda dibandingkin
dengan  pembuktian  dalem  acara
perdata, dimana “dalam acara pidana
pembuktian  lehih bersifal  materiil
sedangkan  untuk  acern  perdata
pembuktian lebih bersilit
formil Okeb  karena it seliranya
dicurigai  babwa  alat-alat  bukti
terientu 1clah  dipalsukan  maka
persidangan  dedara  perdala  akan
menunggy  dipotuskamnys  kasus
midany tersebut. Dalam hukum acara
perdata  Indonesia |, pembuktian
formil  wang  dimaksud  pada
pokoknya  adalah  untuk cul-:um
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sy penstiwa hukum  vang
memperlihatkan  hubungan  hukum
dari  para pihak.  Lebii  lamjot
sehbagaimana tercantum dajam pasal
184 EKUITAP, maka alar-alat bukti
vang dikenal dalam  hukwm  dcara
pidana adalah scbagal berikut : (a)
Surnl, (b} Kelerangan saksi, (c)
Petlinjuk, (d) Keterangan Ahbli din
(¢) Sumpah. Sedangkan untk acara
perdata, sebugnimani teluh
dikemukakan schelumnya Pasal 164
HIR (Herrien Inlands Reglement)
atau R1B (Regelemen Indonesia vang
diperbiruhi) Statshlaad 194 No. 44
dan 1903 KUHPerdam  adalah
sebagal  berikul {a} Sural, (b)
Pengakaan, (c) Persungkaan, (d)
Kelerangan Ahli dan (€) Sumpah,
Transuksi dengan
mengounakan  medin  elektronik
(online contract) sebenamya adalah
perikatan ataupun hubungan hukum
yang dilkikan sccara  clektrontk
denpan memadukan  jaringan
(networking) dari sistem informasi
berbasis computer dengan  sistem
komunikasi yaig berdusarkan stas
jaringan. dan jusa lelekomunikas,
yang sclanmtnya difasilitas: oleh
kebermdaun jurngan computer global
mtérnet.  Oleh  karena i, syanil
sahnya  perjanjian  juge  aken
tergantung kepada csensi dari sistein
elektronik ity sendiri,  Sehingen
peganjian  dapat  dikatakan  suh
apabila  dapat  dijpmm  bahwa
komponen dalam sistem elekronik
itu dapat dipercaya dan‘atau herjatan
schagaimana mestimya. Konsumen
dalam transaksi t-Commercs
memiliki resiko yang lebih besar
daripada penjual amu  merchant,
sepertl data: yang dapat dicuni’ nlch
pihak ketipa pada samt  terjadi

penjual. Karena itulah selam jaminan
yarg diberikan olch penjual atau
merchant sendin. diperlukan  juga
JEITHTAN yatg  berasal dar
pemeriituh.  Pemerintah  sudsh
mengoluarkan U ndang-lIndang
Nomor Il lalhun 2008 fentang
Informasl dan ransiahksi Elekironik,
Lapi peltksanaannya Klirang
malksimal, sehingga perlindungan
untlle  konsumen  masih urang
terjamin,

Permasalaban  1eknis  yaog
dimaksud dalam kajian mi misalnya
adalabh  permasalahan  reliabilitas
wknologi elektrontk  iru  sendiri
sehbagal care technology beserta
pirant-pirantt pendukingnya, dalam
hubungannya dengan penggunaannyi
sehapal media niaga.  sedangken
varg dimaksud  denpan  masalah
masalah teknis disini adalah masalah
masalah  vang berkailan  dengan
implikast implikasi vang terlahir dari
pengaplikasian teknologi elekironik
dalam dunia perdapangan,

Disamping i,
purmusalahan-permusalahan. yang
timbul  scbagai  alibat  dan
pemanfoatan mtemel  dalam -
goimmerce  juga  sanget  mungkin
berkailn dengan kebijakan~
kebijakan (poligies) pemerntah; baik
vang berkensan dengan masalab
ekonoimi, polilik  maupun  sosial
Permiasalabinn seperii i
dimungkinkan  untuk  muncul ke
permukaan  kareng  intermet bukan
hanya merupakan  permasalahan
tcknologr  semata-mata, melamkan
jugn rerkait erat dengon masalah
paya hidup, budaya, ideoleg: dan
berbagai permasalahan lainnya,

Sejauh ini telah ada hbeberapa
tekiik yang ditawarkan dan dianggap
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